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(B) Judul Skripsi  : ANALISIS HUKUM PENCABUTAN HAK 

DIPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 225 

PK/PID.SUS/2017  

   BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 

   7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 

(C) Halaman  : viii + 85 + Lampiran + 2020. 
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(E) Isi   :  

Putusan Mahkamah Agung Nomor 225/PK/PIDSUS/2017 telah memvonis Patrice 

Rio Capella yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 

huruf (a) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi beserta pemberian pidana tambahan berwujud pencabutan hak memilih dan 

dipilih berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun terdapat suatu konflik yang terjadi 

dari vonis tersebut. Permasalahan yang akan diteliti penulis untuk mencari tau 

bagaimana keabsahan pencabutan hak dipilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 225/Pk/Pid.Sus/2017 menurut 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Penulis meneliti 

permasalahan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung 

oleh data wawancara para ahli di bidangnya.  

Pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dapat merusak tatanan demokrasi di 

indonesia karenanya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibatasi haknya 

untuk dipilih. Penulis menganalisis bahwa pencabutah hak dipilih bertentangan 

dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan demikian bahwa putusan pidana 

tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat tidak sah berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. 
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